GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI, SISTEM AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR

Menimbang

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014;

bahwa dalam rangka mengatur kebijakan akuntansi, sistem akuntasi dan
bagan akun standar daerah secara lebih komprehensif, perlu melakukan
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b,
serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi,
Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat;



Mengingat

Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat | Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;



18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI,
SISTEM AKUNTANSI DAN BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal |

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem
Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 angka 1 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
1) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 terdiri atas:
a.BAB | Sistem Akuntansi pada SKPD
b.BAB Il Sistem Akuntansi pada PPKD

2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Beberapa rumusan dalam Lampiran |, Lampiran |l dan Lampiran [ll Peraturan Gubernur Nomor 43
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat diubah, sehingga berbunyi sebagimana tercantum dalam Lampiran |,
Lampiran Il dan Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd
REYDONNYZAR MOENEK
Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

ALl ASMAR
BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 82



